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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pegadaian

2.1.1 Pengertian Gadai



Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan tujuan ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai. 


Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1150, yang dikutip dalam buku “Manajemen Lembaga Keuangan” karangan Dahlan Siamat           ( 2004 : 501 ) menyatakan bahwa : 

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan ”. 


Selain itu disebutkan pula oleh Kasmir ( 2002 : 246 ) secara umum pengertian usaha gadai bahwa :

“ Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang – barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki             ciri – ciri sebagai berikut :

1. Terdapat barang barang berharga yang akan digadaikan.

2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang akan digadaikan.

3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.


Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan                  barang – barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu – satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian


Perum Pegadaian yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

“ Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang diberi  tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai “. 


Dengan demikian disimpulkan bahwa Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat atas dasar hukum gadai.
2.1.2 Tujuan Pegadaian


Sifat usaha Perum Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Perum Pegadaian mempunyai tujuan untuk mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Disamping itu, Perum Pegadaian juga turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.
2.1.3
Kegiatan Usaha Pegadaian 


Selama ini masyarakat hanya mengenal usaha Pegadaian secara sepintas yaitu sebagai tempat peminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Didalam praktiknya disamping usaha pemberian pinjaman uang, Pegadaian juga melakukan usaha lain. Usaha lain yang dilakukan oleh Pegadaian antara lain :

1. Melayani jasa taksiran, yaitu bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil barang – barang berharga miliknya seperti emas, intan, berlian, televisi, mobil dan barang – barang lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau hanya ingin sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.

2. Melayani jasa titipan barang, yaitu bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang – barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.

3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.

4. Ikut serta dalam usaha tertentu atau bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan system Build, Operate and Transfer ( BOT ).


Jelas bahwa usaha pokok Perum Pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian.
2.2 Penaksiran

2.2.1 Pengertian Penaksiran

Pengertian penaksiran seperti yang tertera pada buku Pedoman Pegadaian (1998 : 10) adalah sebagai berikut :

“ Penaksiran adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir  atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman  yang akan diserahkan kepada nasabah”.
Dari pengertian diatas maka penaksiran merupakan suatu kegiatan menilai barang jaminan sebelum menentukan besarnya pinjaman yang diberikan pada nasabah.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Penaksiran
2.2.2.1 Tujuan Penaksiran

Tujuan Penaksiran adalah untuk memperlancar pemberian kredit kepada masyarakat karena dengan adanya penaksiran maka pihak pegadaian dapat dengan cepat menentukan nilai suatu barang jaminan sehingga pihak pegadaian bisa menentukan besarnya jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.
2.2.2.2 Fungsi Penaksiran


Fungsi utama penaksiran yaitu untuk menentukan berapa batas jumlah uang pinjaman yang bisa dipinjamkan kepada nasabah berdasarkan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah peminjam kepada pihak pegadaian.

2.3 Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan
Dalam UU No.10 tahun 1998 tentang pokok – pokok Perbankan Pasal 1    ( 23 ) menyatakan bahwa :
 “ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit “.
Sedangkan menurut Buku Pedoman Pegadaian ( 1998 : 10 ) menyatakan bahwa :
 “ Agunan adalah jaminan penyerahan barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah peminjam untuk memperoleh sejumlah uang pinjaman “.

Pengertian jaminan secara luas yang merupakan pengertian secara ekonomis yang termuat dalam pasal 8 undang – undang No 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam atas dasar itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan memerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan penyerahan barang bergerak yang diserahkan oleh pihak nasabah untuk memperoleh uang pinjaman.

2.3.2 Syarat – Syarat Jaminan



Jaminan atau agunan dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam kelancaran perealisasian pemberian kredit, jaminan dipandang cukup penting oleh pihak pegadaian untuk memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi. 



Berdasarkan Undang – undang Perbankan No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal II ayat 2, yang berkaitan dengan agunan tertulis menyatakan bahwa. Agunan dikatakan ideal apabila agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang mana nilai nominalnya sebesar jumlah kredit pinjaman atau pembayaran yang diterimanya dan sewaktu – waktu dapat dijual kepasaran untuk dijadikan uang tunai.

2.3.3 Jenis – Jenis Jaminan

Jenis – jenis Jaminan menurut M. Rahmat Firdaus ( 1985 : 30 ) adalah sebagai berikut:.
1. Jaminan Berupa Benda


Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri, dapat pula kepunyaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.
2. Jaminan Perorangan


Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang ( kreditur ) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya. Jamina ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur, dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu.
2.3.4 Kegunaan Jaminan  



Kegunaan jaminan dalam pemberian kredit adalah :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak pegadaian untuk 
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan baranng – barang jaminan 
tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji. Yaitu tidak membayar 
kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

2. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit 
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat – syarat yang 
telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan 
kepada pihak pegadaian.
2.4
Kredit

2.4.1
Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar suatu kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit ( kreditur ) percaya bahwa penerima kredit ( debitur ) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang – barang, uang atau jasa.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa : 

 “ Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.


Pengertian kredit menurut Rollin G. Thomas yang telah diterjemahkan oleh M. Rahmat Firdaus ( 1985 : 12 ) menyatakan bahwa :

“ Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atau kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan pembayaran dikemudian hari.

2.4.2
Tujuan Kredit
Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh suatu Negara yang bersangkutan. Yaitu dengan pengorbanan yang sekecil – kecilnya untuk memperoleh manfaat               ( keuntungan ) yang sebesar – besarnya.

Adapun tujuan pemberian kredit diatas adalah sebagai berikut:
1. Mencari Keuntungan


Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh pegadaian sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha nasabah


Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Usaha Pemerintah


Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.4.3

Fungsi Kredit 

Fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang.


Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uang kepada para pengusaha  yang memerlukan. Untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya.
2. Salah Satu Alat Stabilitas Ekonomi.


Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha – usaha antara lain :
a. Pengendalian Inflasi.

b. Peningkatan ekspor.

c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

3. Dapat Meningkatkan Kegairahan Usaha.


Setiap organisasi yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh pegadaian akan mengatasi kekuranag kemampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

4. Dapat Meningkatkan Pemerataan Pendapat.

Dengan bantuan kredit dari pegadaian, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek – proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Denagn demikian mereka akan memperoleh pendapatan.

2.4.4
Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit jika sudah benar – benar yakin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Unsur -  unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:
a.    Kepercayaan


Keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan                       benar –benar kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b.   Kesepakatan


Adanya kesepakatan antara pemberi kredit kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.
c. Jangka Waktu


Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang.
d.   Balas Jasa


Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dan administrasi ini merupakan keuntungan bagi pihak pegadaian.

2.4.5
Jenis – Jenis Kredit

M. Rahmat Firdaus ( 1985 : 35 ) menyatakan jenis – jenis kredit sebagai berikut :

1.  Kredit Ditinjau Dari Segi Keperluannya.


Jenis kredit menurut keperluannya terbagi menjadi :

a. Kredit Konsumtif.


Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi artinya uang akan 


habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan.

b. Kredit Produktif.


Yaitu kredit untuk keperluan produksi  yaitu untuk meningkatkan usaha 


debitur dalam produksi, investasi maupun bagi perdagangan.
2.  Kredit Ditinjau Dari Segi Materi Yang Dialihkan Haknya.
a. Kredit Dalam Bentuk Uang.


Yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun 


dalam bentuk uang.
b. 
Kredit Dalam Bentuk Bukan Uang.


Yaitu kredit dalam bentuk barang atau jasa yang biasanya diberikan oleh 


perusahaan – perusahaan dagang.
3.  Kredit Ditinjau Dari Cara Penguangannya.
a. Kredit Tunai.



Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan secara tunai dengan cara 



pemindah – bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya.

b. Kredit Bukan Tunai.

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian dibuat, 
melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang 
dipersyaratkan.
4. Kredit Menurut Jangka Waktunya.
a. Kredit Jangka Pendek.



Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 ( satu ) tahun. Biasanya 



kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
b. Kredit Jangka Menengah.


Yaitu kredit yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun sampai 3 ( tiga ) tahun. 



Kredit ini biasanya membiayai kredit investasi yang tidak terlalu berat.
c. Kredit Jangka Panjang.



Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 ( tiga ) tahun. Kredit ini 



biasanya membiayai kredit investasi yang besar.
5. Kredit Dilihat Dari Segi Jaminannya.
a. Kredit Tidak Memakai Jaminan.

Yaitu kredit yang diberikan benar – benar atas dasar kepercayaan saja, 
sehingga tidak ada pengamanan sama sekali.

b. Kredit Dengan Memakai Jaminan.

Yaitu kredit yang menggunakan barang jaminan yaitu barang – barang 
bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, mesin – mesin dan lain 
sebagainya.
2.4.6
Prinsip – Prinsip Perkreditan

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5’C atau 6’C, yaitu sebagai berikut :
1. Character


Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik atau kemauan untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya dari calon debitur. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :

a. Penelitian terhadap Curriculum Vitae atau riwayat hidup calon debitur.

b. Penelitian terhadap reputasi pekerjaan calon debitur di lingkungan kerjanya.

c. Meminta bank to bank information dari Bank Indonesia atau bank lain.

d. Melakukan wawancara untuk mengetahui ketekunan kerja, hobi dan kegiatan calon debitur selain usahanya.

e. Meminta informasi dari asosiasi usaha dimana calon debitur tersebut bergabung.
2. Capacity


Maksud capacity ini adalah untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran kapasitas dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Historis yaitu past performance dari usaha calon debitur.

b. Pendekatan Finansial yaitu kondisi keuangan perusahaan.

c. Pendekatan Edukasional yaitu latar belakang pendidikan pengurus dari perusahaan calon debitur.

d. Pendekatan Yuridis yaitu menilai kapasitas calon debitur dalam mewakili perusahaannya.

e. Pendekatan Managerial yaitu menilai kemampuan calon debitur dalam mengatur usahanya.

f. Pendekatan Teknis yaitu menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor produksi.

3. Capital


Capital yaitu untuk mengetahui jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang dapat dilihat dari :

a. Kemampuan self financing.

b. Komposisi owner equity.

c. Kredit yang telah diperoleh.
4. Collateral


Collateral adalah barang – barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab – sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Penilaian terhadap collateral ini harus ditinjau dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek Yuridis yaitu apakah barang jaminan tersebut memenuhi syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

b. Aspek Ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang jaminan yang akan dijaminkan.

5. Condition of Economy


Penilaian terhadap condition of economy dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi – kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau daerah akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut, misalnya :

a. Tingkat inflasi.

b. Pertumbuhan perekonomian.
c. Income per capita.

d. Situasi sosial, politik dan seterusnya.
6. Constraint


Constraint merupakan hambatan – hambatan atau kendala – kendala yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis disuatu tempat meskipun prinsip –prinsip 5’C diatas sudah terpenuhi atau cukup baik.
2.5 
Suatu Analisis Penaksiran Barang Jaminan Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman



Analisis penaksiran suatu barang jaminan adalah kegiatan utama dalam pemberian pinjaman pada pegadaian, kegiatan ini dilakukan agar pihak pegadaian dapat dengan cepat menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Dengan demikian besarnya jumlah pinjaman ditentukan oleh penaksiran barang jaminan. Hal ini sesuai dengan pendapat Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru ( 2006 : 220 ) yang menyatakan bahwa :

“ Besar pinjaman sangat tergantung dari nilai taksiran suatu barang jaminan yang digadaikan, semakin besar nilai taksiran maka semakin besar pinjaman yang dapat di terima oleh nasabah sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka semakin kecil pinjaman yang dapat diberikan”.
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